BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang memiliki
pengetahuan yang baik mengenai Peraturan perundang-undangan tentang
Penyandang Cacat dalam hal penyediaan akses layanan fasilitas bagi
penyandang disabilitas.

2. Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang memiliki
pemahaman yang baik mengenai Peraturan perundang-undangan tentang
Penyandang Cacat dalam hal penyediaan akses layanan fasilitas bagi
penyandang disabilitas.

3. Pengurus Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang mengakui bahwa
pihaknya belum secara memadai menyediakan akses layanan fasilitas bagi
penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai
peraturan perundang-undangan.

4. Yayasan Pendidikan Katholik Arnoldus Kupang akan merencanakan
pengembangan akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas
disesuaikan dengan penambahan jumlah karyawan dan mahasiswa
penyandang disabilitas.

B. Saran
1. Pihak Yayasan disarankan memberikan sosialisasi bagi pengurus Yayasan

mengenai Peraturan perundang-undangan tentang Penyandang Cacat dalam
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hal penyediaan akses layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk
meningkatkan pengetahuan tentang Penyandang Disabilitas

. Pihak Yayasan disarankan melakukan sosialisasi bagi para pekerja
penyandang disabilitas berkaitan dengan akses layanan fasilitas bagi
penyandang disabilitas dan juga hambatan dalam pelaksanaannya.

. Pihak Yayasan disarankan agar mengupayakan pembuatan akses layanan
fasilitas baik itu berupa tempat makan dan minum, toilet, dan tangga darurat
untuk para penyandang Disabilitas di Unwira agar dapat dipergunakan di
saat terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi.

. Pihak Yayasan disarankan agar secepat mungkin mengagendakan
pengembangan akses layanan fasilitas tanpa melihat berapa banyak
karyawan dan mahasiswa penyandang disabilitas di Yayasan Pendidikan

Katholik Arnoldus Kupang.
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